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BAB I 

KETENTUAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1.1  Pendahuluan 

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) berupaya terus mengawal 

kegiatan PKM Politeknik Ketenagakerjaan, berkenaan dengan tugas dan fungsinya 

sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya. Pengelolaan kegiatan PKM di Politeknik 

Ketenagakerjaan diarahkan untuk (a) Mewujudkan keunggulan pengabdian kepada 

masyarakat Polteknaker baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional (b) Meningkatkan 

mutu dan kemitraan pengabdian kepada masyarakat Polteknaker baik tingkat lokal, 

regional, dan nasional (c) Meningkatkan partisipasi aktif dosen dan mahasiswa 

Polteknaker dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (d) Meningkatkan kapasitas 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Polteknaker (e) Mengaktualisasikan potensi 

Polteknaker dalam mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

bermanfaat bagi semua pihak dan (f) Meningkatkan kerja sama pengabdian kepada 

masyarakat antar bidang ilmu, Perguruan Tinggi serta dengan dunia usaha, dunia industri, 

dan masyarakat. 

Kegiatan PKM di Politeknik Ketenagakerjaan berbeda dengan  perguruan tinggi lain 

dan menjadi penting karena diarahkan untuk mendukung sinergitas dengan stakeholder 

ketenagakerjaan baik itu dunia usaha dan dunia industri maupun lembaga lainnya. Hal ini 

disesuaikan dengan kebutuhan bidang ketenagakerjaan yang menitikberatkan pada 

implementasi hasil dan kesesuaian dengan program studi yang ada di Politeknik 

Ketenagakerjaan yaitu Relasi Industri (RI), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang mana kurikulumnya sesuai dengan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

UPPM Politeknik Ketenagakerjaan memfasilitasi sivitas akademika dalam bentuk 

pelatihan, lokakarya, pendanaan, dan penyediaan fasilitas kegiatan PKM. Langkah ini 

diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan aktif sivitas akademika dalam kegiatan 

PKM dan kapasitas pengelolaan PKM. Potensi yang ada di lingkungan internal dan 

eksternal Politeknik Ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara optimal demi keefektifan 

hidup masyarakat, bangsa, dan negara dengan adanya pengelolaan kegiatan PKM. 
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1.2  Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan PKM dikoordinasi oleh UPPM Polteknaker dengan mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) PKM Polteknaker. Kebijakan diarahkan agar semua kegiatan PKM 

mampu mendukung kemandirian masyarakat, sinergis, kreatif, bernilai tambah, serta 

mampu menangkap berbagai peluang. 

 

1.3  Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit meliputi: 

1. Penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat; 

2. Program penyuluhan; 

3. Pelatihan; 

4. Pendampingan; 

5. Pengembangan kewirausahaan; 

6. Konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat; dan 

7. Program dan kegiatan layanan kepakaran professional. 

 

1.4  Ketentuan Umum Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan PKM Politeknik Ketenagakerjaan mengacu pada standar mutu dan 

ketentuan yang berlaku, sebagai beirkut: 

1. Ketua pelaksana kegiatan PKM adalah Dosen tetap ASN yang memiliki NIP dan 

NUPTK dengan homebase Politeknik                 Ketenagakerjaan; 

2. Anggota pelaksana PKM adalah Dosen tetap ASN yang memiliki NIP dan NUPTK 

dengan homebase Politeknik Ketenagakerjaan, Mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan  

yang memiliki nomor induk mahasiswa (NIM) dan dapat melibatkan tenaga 

kependidikan (tendik) Politeknik Ketenagakerjaan; 

3. Usulan kegiatan PKM dibuat dalam bentuk proposal kegiatan PKM yang disampaikan 

kepada UPPM dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Politeknik 

Ketenagakerjaan; 

4. Jenis usulan kegiatan PKM terdiri atas jenis PKM yang didanai Politeknik 

Ketenagakerjaan dalam bentuk kelompok, dan jenis PKM Mandiri yang tidak didanai 

Politeknik Ketenagakerjaan dalam bentuk perseorangan/kelompok; 

5. Jenis usulan PKM yang didanai Politeknik Ketenagakerjaan dalam bentuk kelompok 

dikelola oleh masing-masing program studi dengan ketentuan setiap dosen hanya dapat 

menerima pendanaan dua kali PKM yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 
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Anggaran (DIPA) Politeknik Ketenagakerjaan T.A 2026 dalam satu tahun (dimana satu 

usulan sebagai ketua dan satu sebagai anggota/dua sebagai ketua/dua sebagai anggota); 

6. Jenis usulan PKM Mandiri yang tidak didanai Politeknik Ketenagakerjaan dapat 

dilaksanakan oleh dosen sebagai ketua PKM secara individu  maupun kelompok dengan 

pendanaan yang bersifat mandiri/tidak bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Politeknik Ketenagakerjaan T.A 2026; 

7. Pelaksana PKM diwajibkan membuat laporan kegiatan PKM dan pertanggungjawaban 

dana (PKM yang didanai Polteknaker) maksimal 7 hari kerja kepada UPPM dan Subbag 

AAKK sesuai mekanisme LPJ kegiatan; 

8. Pelaksana PKM diwajibkan membuat luaran kegiatan PKM maksimal 1 tahun/ N+1 

setelah selesainya pelaksanaan kegiatan PKM (bentuk dan jenis luaran dijelaskan pada 

BAB II Luaran Kegiatan); 

9. UPPM melakukan pengawasan dan evaluasi internal atas target luaran kegiatan PKM 

dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di 

Politeknik Ketenagakerjaan; 

 

1.5  Jenis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. PKM yang didanai oleh Politeknik Ketenagakerjaan  

PKM yang didanai oleh Politeknik Ketenagakerjaan adalah kegiatan yang menggunakan 

anggaran biaya yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Petikan tahun 2026, Nomor: SP DIPA- 026.01.1.352632/2026 tanggal 01 Desember 2025 

yang dikeluarkan tanggal 1 Desember 2025.  
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1.1 Alur PKM yang didanai Politeknik Ketenagakerjaan 

 

Deskripsi alur tahapan pelaksanaan PKM yang didanai Politeknik Ketenagakerjaan, sebagai 

berikut: 

1. Pengusul mengajukan proposal kegiatan PKM kepada UPPM untuk ditinjau 

kelayakan kegiatannya (sistematika penulisan proposal tertera pada BAB III); 

2. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan bersama AAKK dan WADIR I melakukan 

peninjauan dan penilaian kelayakan terhadap usulan proposal kegiatan yang 

diajukan pengusul; 

3. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan memberikan informasi terkait hasil peninjauan 

dan penilaian proposal PKM kepada pengusul apakah proposal yang diajukan 

DITERIMA atau DITOLAK; 

4. Pengusul dengan proposal kegiatan yang ditolak wajib mengusulkan ulang proposal 

kegiatan jika hendak melaksanakan kegiatan PKM yang didanai; 

5. Pengusul dengan proposal kegiatan yang diterima akan diusulkan kepada Subbagian 

Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, Kerjasama (AAKK) untuk diterbitkan 

Surat Tugas melaksanakan kegiatan PKM; 

6. Pengusul yang sudah memiliki Surat Tugas melakukan pencairan dana kepada 

Subbagian Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, Kerjasama (AAKK); 

7. Pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan proposal dan jangka waktu yang telah 

ditentukan; 

8. Pengusul wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada 

UPPM dalam bentuk soft file dan hard file kepada Subbagian Akademik, 

Administrasi, Kemahasiswaan, Kerjasama (AAKK); 

9. Pengusul wajib menyerahkan luaran PKM sesuai yang dipersyaratkan, berupa bukti 

submit untuk jurnal dan prosiding/tanda terima dari penerbit untuk buku/press 

release ke media/tautan video kegiatan kepada UPPM (ketentuan lebih lanjut tertera 

pada Bab II). 

 

 

 

 



5  

b. PKM Mandiri yang tidak didanai oleh Politeknik Ketenagakerjaan 

PKM mandiri yang tidak didanai oleh Politeknik Ketenagakerjaan adalah kegiatan PKM 

yang tidak menggunakan anggaran biaya yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Petikan tahun 2026, Nomor 026.01.1.352632/2026 yang dikeluarkan 

tanggal 1 Desember 2025.  

 

 

1.2 Alur PKM Mandiri yang tidak didanai Politeknik Ketenagakerjaan 

Deskripsi alur tahapan pelaksanaan PKM Mandiri yang tidak didanai Politeknik 

Ketenagakerjaan, sebagai berikut: 

1. Pengusul mengajukan proposal kegiatan PKM kepada UPPM untuk ditinjau kelayakan 

kegiatannya (sistematika penulisan proposal tertera pada BAB III); 

2. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan bersama AAKK dan WADIR I melakukan peninjauan 

dan penilaian kelayakan terhadap usulan proposal kegiatan yang diajukan pengusul; 

3. UPPM Politeknik Ketenagakerjaan memberikan informasi terkait hasil peninjauan dan 

penilaian proposal PKM kepada pengusul apakah proposal yang diajukan DITERIMA 

atau DITOLAK; 

4. Pengusul dengan proposal kegiatan yang ditolak wajib mengusulkan ulang proposal 

kegiatan jika hendak melaksanakan kegiatan PKM Mandiri; 

5. Pengusul dengan proposal kegiatan yang diterima akan diusulkan kepada Subbagian 

Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, Kerjasama (AAKK) untuk diterbitkan Surat 

Tugas melaksanakan kegiatan PKM; 

6. Pelaksanaan kegiatan PKM sesuai dengan proposal dan jangka waktu yang telah 
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ditentukan; 

7. Pengusul wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan kepada UPPM 

dalam bentuk soft file; 

8. Pengusul wajib menyerahkan luaran PKM sesuai yang dipersyaratkan, berupa bukti 

submit untuk jurnal dan prosiding/tanda terima dari penerbit untuk buku/press release ke 

media/tautan video kegiatan kepada UPPM (ketentuan lebih lanjut tertera pada Bab II). 

 

1.6  Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Kegiatan PKM dilakukan secara terpadu dengan Pendidikan dan Penelitian; 

2. PKM dilaksanakan oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa dan/atau Tenaga 

Kependidikan secara berkelompok berjumlah 3 – 7 orang dan; 

3. Prinsip kegiatan PKM didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan 

berkelanjutan, pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat. 

 

1.7  Ketentuan Lokasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Berdasar asas kewilayahan dan target kinerja UPPM Polteknaker yang ditetapkan, 

lokasi kegiatan PKM Polteknaker meliputi 3 (tiga)                     bentuk masing-masing dengan proporsi 

sebagai berikut : 

1. Pengabdian kepada masyarakat Lokal        : DKI Jakarta 

2. Pengabdian kepada masyarakat Regional    : di luar DKI Jakarta (Jawa Barat – Banten) 

3. Pengabdian kepada masyarakat Nasional  : di seluruh Indonesia (selain DKI Jakarta, 

Jawa Barat & Banten). 

 

1.8  Ketentuan Pendanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Sumber dana kegiatan PKM berasal dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Petikan tahun 2026, Nomor 026.01.1.352632/2026 yang dikeluarkan tanggal 1 

Desember 2025; 

2. Besaran dana yang diterima untuk setiap kegiatan PKM ditetapkan berdasarkan hasil 

review UPPM Polteknaker. Besaran dana diketahui untuk setiap Program Studi sebagai 

berikut: 

1) Program Studi Relasi Industri (RI) sesuai ketentuan; 

2) Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan; 

3) Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sesuai ketentuan. 

3. Pencairan dana dapat dilakukan setelah seluruh berkas administrasi kegiatan lengkap 
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sesuai persyaratan. 

 

1.9  Ketentuan Tanggal Pelaksanaan PKM 

Tabel. 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKM 2026 

No. Uraian Kegiatan Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan Juknis PKM 2026             

2 Sosialisasi Juknis PKM 2026             

3 Penyerahan Proposal PKM             

4 Pengkajian Proposal Oleh UPPM             

5 Pengumuman Hasil Peninjauan 

Proposal PKM 

            

6 Persiapan PKM SMT Genap 2026             

7 Pelaksanaan PKM SMT Genap 2026             

8 Penyerahan Laporan 

Pertanggungjawaban Hasil Kegiatan 

PKM SMT Genap 2026 

            

9 Penyerahan Luaran Hasil PKM SMT 

Genap 2026 

            

10 Persiapan PKM SMT Ganjil 2026             

11 Pelaksanaan PKM SMT Ganjil2026             

12 Penyerahan Laporan 

Pertanggungjawaban Hasil Kegiatan 

PKM SMT Ganjil 2026 

            

13 Penyerahan Luaran Hasil PKM SMT 

Ganjil 2026 
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BAB II 

LUARAN KEGIATAN 

 

2.1 Luaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  

 Luaran dari kegiatan PKM Politeknik Ketenagakerjaan terdiri dari: 

1. Satu artikel ilmiah accepted/published di Jurnal Nasional ber ISSN atau prosiding ber 

ISBN dari seminar nasional dengan ketentuan ketua pelaksana sebagai 

first/corresponding author; (Mandatory) 

2. Buku ber ISBN; (Opsional) 

3. Satu artikel dimuat pada media massa cetak/elektronik; (Opsional) 

4. Video kegiatan yang diunggah di Media Sosial.(Opsional) 

5. Kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, desain produk 

industri). 

 

Kriteria Tahapan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas  Penilaian Luaran 

Luaran PKM dengan skema program kemitraan masyarakat terdiri atas enam kategori 

sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Luaran Skema Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Kategori Luaran Skema PKM 

1. Publikasi di jurnal nasional ber ISSN  

2. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 – 6  

3. Publikasi di prosiding seminar nasional ber ISBN  

4. Publikasi di media massa cetak / elektronik  

5. Video yang diunggah di Media Sosial  

 

Tabel 2. Luaran Berupa Artikel Ilmiah Dipublikasikan Melalui Jurnal Nasional Ber-ISSN 



8  

 

 Tabel 3. Luaran Berupa Artikel Ilmiah Dipublikasikan Melalui Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 – 6 

 

Tabel 4. Luaran Berupa Satu Artikel Ilmiah Yang Dipublikasikan Di Prosiding Seminar Nasional Ber ISBN 
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Tabel 5. Luaran Berupa Satu Artikel Yang Dipublikasikan Di Media Massa Atau Elektronik 

 

Tabel 6. Luaran Berupa Video Kegiatan yang Diunggah Di Youtube 
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BAB III 

KERANGKA DAN TATA PENULISAN PROPOSAL/LAPORAN 

 

3.1 Ketentuan Penulisan 

1. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan EYD, apabila ada bahasa asing maka 

menggunakan italic atau dimiringkan; 

2. Kertas yang digunakan adalah A4 70 gram dan Sampul menggunakan kertas buffalo 

Merah untuk Prodi RI, Hijau untuk Prodi K3, dan Oranye untuk Prodi MSDM. 

3. P    t          h             h   f “T     N w R    /Arial” d             

font 12 dan jarak spasi 1.5 kecuali tabel 1.15. 

4. Jarak Tepi 

a. 3 cm atau 1,57 inci dari tepi atas; 

b. 3 cm atau 1,18 dari tepi bawah; 

c. 4 cm atau 1,57 inci dari tepi kiri; 

d. 3 cm atau 1,18 inci dari tepi kanan. 

5. Cara Penulisan Nama Daftar Pustaka 

a. Tidak perlu mencantumkan gelar akademis dari penulis (Prof, Dr., MPH, dll); 

b. Semua penulis harus dicantumkan namanya, tidak boleh hanya penulis pertama 

ditambah dkk atau et.al. saja; 

c. Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, maka cara penulisannya didahului 

dengan nama akhir diikuti dengan koma, nama depan , tengah dan seterusnya. 

Semuanya diberi titik (.), atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, 

tengah, dan seterusnya (contoh: Sugianto Hasya Sidqi ditulis Sidqi, Sugianto Hasya 

atau Sidqi, S.H) 

6. Cara Pembuatan Daftar Pustaka 

Menggunakan metode Harvard style. 

 

3.2 Kerangka Penulisan Proposal Kegiatan Pengabdian KepadaMasyarakat 

Format proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri atas: 

BAGIAN AWAL 

A. Halaman sampul depan 

Halaman ini memuat judul, lambang, anggota pelaksana disertai gelar dan 

NUPTK/NIP/NIM, nama institusi, lokasi institusi, dan tahun pelaksanaan (contoh lihat 

pada lampiran 1). 
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B. Lembar Pengesahan 

(Contoh lihat pada lampiran 2.) 

BAGIAN ISI PROPOSAL 

A. Latar Belakang 

(Hal-hal yang melatar belakangi pelaksanaan Pengabdian Kepada Maayarakat). 

B. Dasar Pelaksanaan 

(Hal-hal yang mendasari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat). 

C. Jenis Kegiatan PKM 

(Mengacu pada poin 1.5 Jenis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat). 

D. Tujuan Kegiatan 

(Bagian ini berisi uraian pernyataan singkat dan jelas mengenai tujuan kegiatan PKM 

dan kemungkinan tujuan spesifik yang ingin dicapai setelah kegiatan PKM selesai). 

E. Manfaat Kegiatan 

(Bagian ini berisi kegunaan program untuk khalayak masyarakat sasaran dari segi 

ekonomi atau IPTEK setelah kegiatan PKM selesai). 

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Lokasi Kegiatan 

(Gambaran secara umum waktu dan lokasi kegiatan PKM dilaksanakan). 

G. Tim Pelaksana PKM dan Peran masing-masing anggota 

(Menyebutkan Tim pelaksana PKM dan menjelaskan peran masing-masing anggota). 

H. Khalayak Sasaran Kegiatan/Peserta Kegiatan 

(Menjelaskan Peserta kegiatan PKM).  

I. Ruang Lingkup Kegiatan PKM 

(Mengacu pada poin 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan PKM). 

J. Rancangan Susunan Kegiatan PKM 

(Detail yang menceritakan terkait dengan tahapan PKM atau rancangan susunan 

kegiatan (rundown) yang berisi waktu kegiatan dan keterangan). 

Waktu Kegiatan Keterangan 

   

   

 

K. Sasaran Luaran 

(Mengacu pada BAB II Luaran Kegiatan PKM). 
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L. Rancangan Anggaran Biaya 

Kode 
Program/Kegiatan/KRO/RO/ 

Komponen/Sub Komp./Detil 

Perhitungan Tahun 2026 

Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

     

     

     

 

M. Penutup 

 

3.3 Kerangka Penulisan Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyrakat 

Format Laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri atas: 

BAGIAN AWAL 

A. Halaman sampul depan 

(Halaman ini memuat judul, lambang, anggota pelaksana disertai gelar dan 

NUPTK/NIP/NIM, nama institusi, lokasi institusi, dan tahun pelaksanaan (contoh lihat 

pada lampiran 1). 

B. Surat Keputusan Tim Pelaksana PKM 

C. Surat Tugas Tim Pelaksana PKM 

BAGIAN ISI LAPORAN KEGIATAN 

A. Latar Belakang 

(Hal-hal yang melatar belakangi pelaksanaan Pengabdian Kepada Maayarakat). 

B. Dasar Pelaksanaan 

(Hal-hal yang mendasari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat). 

C. Jenis Kegiatan PKM 

(Mengacu pada poin 1.5 Jenis Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat). 

D. Tujuan Kegiatan 

(Bagian ini berisi uraian pernyataan singkat dan jelas mengenai tujuan kegiatan PKM 

dan kemungkinan tujuan spesifik yang ingin dicapai setelah kegiatan PKM selesai). 

E. Manfaat Kegiatan 

(Bagian ini berisi kegunaan program untuk khalayak masyarakat sasaran dari segi 

ekonomi atau IPTEK setelah kegiatan PKM selesai). 

F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Lokasi Kegiatan 

(Gambaran secara umum waktu dan lokasi kegiatan PKM dilaksanakan). 



8  

 

G. Tim Pelaksana PKM  

(Menyebutkan Tim pelaksana PKM dan menjelaskan peran masing-masing anggota). 

H. Khalayak Sasaran Kegiatan/Peserta Kegiatan 

(Menjelaskan Peserta kegiatan PKM)  

I. Ruang Lingkup Kegiatan PKM 

(Mengacu pada poin 1.3 Ruang Lingkup Kegiatan PKM) 

J. Realisasi Susunan Kegiatan PKM 

(Detail yang menceritakan terkait dengan tahapan PKM atau rancangan susunan 

kegiatan (rundown) yang berisi waktu kegiatan dan keterangan). 

Waktu Kegiatan Keterangan 

   

   

 

K. Hasil Kegiatan PKM 

(Deskripsi Tahapan Kegiatan PKM yang memuat hasil pelaksanaan kegiatan serta 

penyelesaian masalah/solusi dari kegiatan PKM yang dapat memberikan manfaat bagi 

peserta PKM dengan penyajian berupa tabel indikator kinerja, grafik, bagan, gambar 

dan atau berupa narasi, yang merupakan penjelasan dari evalusi kegiatan. Hasil 

Kegiatan PKM ditambahkan dengan dokumentasi kegiatan).  

L. Rencana Tindak Lanjut Luaran PKM 

(Rencana tindak lanjut dari sasaran luaran PKM). 

M. Realisasi Anggaran Biaya 

Kode 
Program/Kegiatan/KRO/RO/ 

Komponen/Sub Komp./Detil 

Perhitungan Tahun 2026 

Volume 
Harga 

Satuan 

Jumlah 

Biaya 

     

     

     

 

N. Penutup 

O. Tanda tangan pembuat laporan 

(Berisi nama, dan tanda tangan pembuat laporan). 

1. N    (……………) 

2. N    (……………) 
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3. Dst. 

P. LAMPIRAN 

(Berisi hal-hal yang mendukung dalam kegiatan PKM seperti data pengukuran, materi 

PKM, dll). 

 



Lampiran 1 Halaman Judul 
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PROPOSAL/LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

PERIODE GANJIL/GENAP 

*: pilih salah satu sesuai kebutuhan 

 

“JUDUL PKM” 

 

 

 

Tim Pelaksana : 

1. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

2. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

3. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

4. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

5. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

6. Nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat (NUPTK/NIP/NIM) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI *D-III/DIV RI/K3/MSDM 

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 

JAKARTA 

2026
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Lembar Persetujuan/Pengesahan *Proposal Kegiatan PKM 

Program Studi *RI/K3/MSDM 

 

 

J d   PKM ……………………………………………………………………….. 

 

 

Telah disetujui dan disahkan, 

d ………………………… 

P d  t      …………….T h  …………… 

 

oleh, 

 

Diketahui,  Diajukan oleh, 

Ketua *Prodi RI/K3/MSDM  Ketua Tim PKM 

 

 

 

  

NIP. 11111111 222222 3333  NIP. 11111111 222222 3333 

 

 

Disetujui, Diverifikasi, 

Wakil Direktur I Kasubbag AAKK Kepala UPPM 

 

 

 

  

NIP. 11111111 222222 3333 NIP. 11111111 222222 3333 NIP. 11111111 222222 3333 

 

 

 

 

 

 

 
 

*: pilih salah satu sesuai kebutuhan 


	b49d9d625d943a5da7e2161a1008528c11e672063c4e005e225d9b3f82f724b0.pdf
	7d71e3e13ca73e9ac2d8d2bf061ea778fa8f92f15a6ee1edc98092dbdb652e4f.pdf
	b49d9d625d943a5da7e2161a1008528c11e672063c4e005e225d9b3f82f724b0.pdf

